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Abstrak

Nur Laila Safitri. 2021. Reformasi Hukum Keluarga Islam Maroko
(Analisis Magashid al-Syari’ah pada Pasal 24 dan 25 dalam The Moroccan
Family Code 2004). Tesis. Program Magister Interdisciplinary Islamic Studies
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Pada abad ke 20, sejarah reformasi hukum keluarga Islam dimulai yang
dipelopori oleh Turki. Maroko mengikuti langkah Turki dengan melakukan
pembaruan hukum keluarga Islam yang semula berlaku menjadi hukum keluarga
Islam baru yang diberi nama Mudawwanah al-Usrah atau dalam bahasa Inggris
disebut The Moroccan Family Code 2004. Salah satu hal yang menjadi kontroversi
adalah adanya pasal yang memperbolehkan perempuan Maroko untuk menikah
tanpa wali. Para ulama Figih berpendapat bahwa seorang perempuan tidak boleh
menikahkan dirinya sendiri, dan pernikahan tidak sah jika seorang perempuan
menikah tanpa wali.

Penelitian ini dilakukan untuk menjelaskan polemik yang terjadi setelah
Maroko melakukan reformasi pada hukum keluarganya, dan menjelaskan analisis
Maqashid al-Syari’ah pada Pasal 24 dan 25 tentang wali dalam The Moroccan
Family Code 2004. Penelitian ini termasuk penelitian pustaka (library research), yaitu
dengan mengumpulkan data-data yang berhubungan dengan hukum keluarga di Maroko
dan tentang Magashid al-Syari’ah, kemudian dengan menggunakan tipe penelitian
deskriptif analitik, mendeskripsikan data-data yang diperoleh kemudian menganalisisnya,
dan menggunakan pendekatan historis-filosofis. Pengumpulan data dalam penelitian ini
dilakukan melalui teknik dokumentasi, yang berasal dari buku-buku, jurnal, maupun
internet, dan metode analisis data dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif.

Penelitian ini menemukan bahwa polemik yang terjadi setelah Maroko
melakukan reformasi pada hukum keluarganya adalah adanya pro dan kontra antara
kelompok feminis dan kelompok Islamis. Kelompok feminis sebagai kelompok
yang pro berpendapat bahwa pembaharuan yang dilakukan Maroko sudah sesuai
dengan CEDAW yang bertujuan untuk mengangkat status perempuan dalam
pernikahan. Sebaliknya, kelompok Islamis sebagai kelompok yang kontra
berpendapat bahwa pembaruan yang dilakukan tidak sesuai dengan syari’ah.
Kemudian analisis pada Pasal 24 dan 25 dalam The Moroccan Family Code 2004
jika ditinjau dengan menggunakan Magashid al-Syari’ah perspektif Jasser Auda
ditinjau dari kemaslahatan yang koheren maka sudah sesuai dengan Magashid al-
Syari’ah dalam perspektif Jaser Auda. Maroko dalam merumuskan ketentuan pasal-
pasal ini mengambil pendapat dari Madzhab Hanafi.

Kata Kunci: Hukum Keluarga Islam, The Moroccan Family Code 2004, Magashid
al-Syari’ah.
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Abstract

Nur Laila Safitri. 2021. Moroccan Islamic Family Law Reform
(Analysis of Maqashid al-Shari‘ah in Articles 24 and 25 in The Moroccan
Family Code 2004). Thesis. Master Program in Interdisciplinary Islamic Studies,
State Islamic University of Sunan Kalijaga Yogyakarta.

In the 20th century, the history of Islamic family law reform began which
was pioneered by Turkey. Morocco followed Turkey's steps by reforming the
Islamic family law which was originally applicable to a new Islamic family law,
which was named Mudawwanah al-Usrah or in English called The Moroccan
Family Code 2004. One of the things that became controversial was the article that
allowed Moroccan women to married without a guardian. Figh scholars are of the
opinion that a woman should not marry herself, and marriage is invalid if a woman
marries without a guardian.

This study was conducted to explain the polemics that occurred after
Morocco reformed its family law, and to explain the analysis of Magashid al-
Shari'ah in Articles 24 and 25 regarding guardians in The Moroccan Family Code
2004. This research includes library research, namely: by collecting data related to
family law in Morocco and about Magashid al-Shari'ah, then by using descriptive
analytical research type, describing the data obtained and then analyzing it, and
using a historical-philosophical approach. Data collection in this study was carried
out through documentation techniques, which came from books, journals, and the
internet, and data analysis methods using qualitative descriptive methods.

This study found that the polemic that occurred after Morocco reformed its
family law was the pros and cons between feminist groups and Islamist groups. The
feminist group as a pro group argues that the reforms carried out by Morocco are in
accordance with CEDAW which aims to elevate the status of women in marriage.
On the other hand, the Islamist group as a contra group argues that the reforms
carried out are not in accordance with the Shari‘ah. Then the analysis in Articles 24
and 25 in The Moroccan Family Code 2004 when reviewed using the Magashid al-
Shari‘ah perspective of Jasser Auda in terms of a coherent benefit, then it is in
accordance with Magashid al-Shari'ah in Jaser Auda's perspective. Morocco in
formulating the provisions of these articles takes the opinion of the Hanafi
Madhhab.

Keywords: Islamic Family Law, The Moroccan Family Code 2004, Magashid al-
Shari‘ah.

vii



& Al e Jou) (Ol el 8 08 el LYY Lgpdle M g
Yl Ll 3 gterle il ip (Yo v € g aedl Bl OpB e YO 5 YE slell
S Loy LeondlS Ol (3 2oMa Y1 Fall) Baslor ¢ lianasidl $50mzs

AL ) e B8l LS S Ul oY1 81 06 0] gl Ty ¢ el 0N 3
Y 5N 056 e Lo 3 ey OIS LY 381 055 23] T r LS gl
o9 Yot 3l 5l 096 ey AN AL o "SI B ) ade GlbT (slly ¢ Akl
aidl) elode a3 Ly Oas o) aald STU e e N BaW o Juonl) Bie sl ) cLaY
Ly O S g 13) bl Sy ¢ g Y AL OF )

JE p5s ¢ 5,8 06 #3lol all 26 OF dey s (gl Jud) e 2yl odis o
Gl ol 1 Jozyg Yo v & a5 050 3 slms¥I 0Ly Yo 5 Yo sl (3 ey 2dl Lolis
£ ¢ antll diie Jomg A 3 5V 0gl adlall SUL e IV e 1 dsdlly ¢ LU
el ey LS @ Lle Jsad) &l SUL Caogy ¢ sl ol sl £ plasanl,
Ay S e sl gy ¢l Olas IO e Bl ode 3 SUL) e @ auld) 2
el Bbogll LY plasanl SUL L by il

Slbery Slolg] 058w 05l ol #3a] da S gl Jad) OF 2yl eda odng
Ll &l ol-DloY) O) 8y a8 gemaS Ggudl A8 gastl S L RadlY) wleladly fpud) Olebedt oy
2o @ U B wdy ) Cad T s el ST e e sladll 33 pe il il
Dl Y A 20 e 38195 Y 30l SSoY O B3l AelanS ALY 2elad) Jo5 ¢ ol 20U o
rolie psline phsanl aimels e Yoot agall S8 Ggle e Yo g YE Gl 3 o)) ol £
O gl 53ge b & dnnll dolie me Slen ails ¢ ALl daddl oo n B350l dny il
LA cadll ol dol sl ade ST A2 3 il

dagadl Glie Yo g Al 5N 086 ¢ oYl 501 056 4 lade ilads”

viii



MOTTO

w
2 %135 s @ .2 s ¢

PRI PERPRPEWEL D Py

Mudahkanlah dan jangan kalian persulit, berilah kabar
gembira dan janganlah kalian membuat orang lari (HR
Bukhari dan Muslim)

“Just because you took longer than others,
doesn’t mean you failed”

Harland Sanders



PERSEMBAHAN

Tesis ini kupersembahkan untuk ayahku, Bapak Mutamadin
Arief sebagai wali yang menikahkanku dengan laki-laki
pilihanku, dan untuk suamiku, Wahyu Muchamad Ferdaus,
yang akan menjadi wali dari anak-anakku kelak.



PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil
keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan R.l. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

1. Konsonan
Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf
Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf arab Nama Huruf latin Nama
Alif Tidak Tidak
| dilambangkan dilambangkan
Ba D n
D DT
[
' Ta - T
I I'T
C) -, .
Sh S Es (dengan titik
& diatas)
Jim
J Je
C s Ha (dengan titik
H{ Y
e diatas
Kha
. Kh Ka dan Ha
< Bal
D De
>
—Zlal Zaot (Aonaan—titil
L|a| Z| LT (UTTiydalm titrn
> diatas)
. R Er
J \
Zal
Z Zet
/ Sin . _
9 S
ol Syin Sv Es dan ve
Sy Esdanye
ol Std Es (dengan titik di
! bawah)
T




. D}ad De (dengan titik di
o? ) bawah)
1 T{a T Te (d%nagvsght)itik di
b Z}a K Zet é?gg\?\?anh;itik
‘Ain ‘ apostrof terbalik
' _
i Gain G Ge
& F Ef
Qof 0 Qi
Kaf K Ka
Lam L El
Mim M Em
Nun N En
Wau W We
- H Ha
Hamzah Vi Apostrof
Ya Y Ye

Hamzah (.) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa

diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka

ditulis dengan tanda (’).




2. VVokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas

vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau

harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda Nama Huruf latin Nama
Fath{ah A A
Kasrah I I
D{ammah U U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda Nama Huruf latin Nama
Fath}ah dan ya Al Adan |
Fath}ah dan Au Adan U
wau
Contoh:
— - kaifa : haula
3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan

huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf

Nama

Huruf dan tanda

Nama

G

fath}ahdan alif
atau ya

P

a dan garis di
atas




s kasrah dan ya b i dan garis di
atas
d}ammah dan wau P u dan garis di
atas
Contoh:
Y Imadta
¢ L rama
—  -:gpbh
Y - yamu>tu

4. Ta marbu>t}ah

Transliterasi untuk ta marbu>tjah ada dua, yaitu: ta marbu>t}ah yang
hidup atau mendapat harkat fath}ah, kasrah, dan d}ammah, transliterasinya

adalah [t]. Sedangkan ta marbu>t}ah yang mati atau mendapat harkat sukun,

transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbuwtah diikuti oleh

kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu

terpisah, maka ta marbu>t}ah itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

Wo— ) :raud}ah al-at}fel
— —- —— : al-madi>nah al-fad}ilah

- _ : al-h}ikmah




5. Syaddah (Tasydi)

Syaddah atau tasydixiyang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan
dengan sebuah tanda tasydit ( ), dalam transliterasi ini dilambangkan
dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah..
Contoh:

- :rabbana-
-— :najarm —
. al-hyagqg —
- al-h}ajj
- . nu,ima
- : ‘aduwwun
Jika huruf ¢ ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh

huruf kasrah (<), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah ().

Contoh:
s -: ‘Al (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)
s — :‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

6. Kata Sandang
Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan
huruf  (alif lam ma‘arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang
ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah
maupun huruf gamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf
langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang

mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:



— J : al-syamsu (bukan asy-syamsu)

- d J : al-zalzalah (az-zalzalah)
- - : al-falsafah
— - - al-bila>du

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (°) hanya
berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila
hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan
Arab ia berupa alif. Contohnya:

— . ta’muru>na

- : al-nauw’

> syai’un

. | s umirtu

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istil ah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata,
istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata,
istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari
pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan
bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas.
Misalnya kata Al-Qur’an (dari al-Qur’an), Sunnah, khusus dan umum.
Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks

Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:



Fi Z{il>>| al-Qur’ax

Al-Sunnah gabl al-tadwin

Al-‘lba>rat bi ‘umu>m al-lafz 2> bi khusju>s} al-sabab

9. Lafz al-Jala>lah (V)

Kata ,Allah‘yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf
lainnya atau berkedudukan sebagai mudpf ilaih (frasa nominal), ditransli-
terasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

' - di>nullash billah

Adapun ta marbu>tah di akhir kata yang disandarkan kepada lafzal-

jala>lah, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

— ——  humfi> rah}matillax
10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All
Caps), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan
tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa
Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk
menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf
pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata
sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal
nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada
awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan

huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal



dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia
ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan
DR). Contoh:

Wa ma> Muh}ammadun ill® rasu>|

Innaawwala baitin wud}i‘a linna>si lallazb bi Bakkata muba>rakan

Syahru Ramad}>n al-lazb unzila fich al-Qur’an

Nas}ir al-Di>n al-T{wsi>

Abu> Nas}r al-Farax»

Al-Gazali

Al-Mungiz min al-D}ala>|
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum keluarga dalam suatu negara berfungsi mengatur segala sesuatu
tentang pernikahan, perceraian, dan lain-lain. Hukum keluarga yang berlaku dalam
satu negara dengan negara lainnya pasti berbeda, termasuk hukum keluarga yang
berlaku di beberapa negara Islam. Seiring dengan perkembangan zaman, negara-
negara Islam kemudian melakukan reformasi hukum keluarga untuk merespon
berbagai persoalan yang muncul.’

Mulai abad ke 20, sejarah reformasi hukum keluarga Islam dimulai.
Negara yang mempelopori reformasi hukum keluarga ini adalah negara Turki.
Setelah Turki melakukan reformasi hukum keluarga, negara-negara Islam lain
terutama di Timur Tengah satu persatu mulai melakukan hal yang sama, termasuk
salah satunya adalah negara Maroko. Berbeda dengan Turki yang melakukan
pembaruan hukum keluarga dengan mengadopsi hukum Code Civil Switzerland,
Maroko melakukan reformasi pada hukum Figih yang telah berlaku sebelumnya.?
Reformasi hukum keluarga Islam ini sebagai wujud perkembangan zaman, beralih

dari Figih konvensional menuju hukum keluarga Islam yang lebih modern.?

' M. Atho Mudzar dan Khoiruddin Nasution, Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern: Studi
Perbandingan Dan Keberanjakan UU Modern Dari Kitab-Kitab Figih (Ciputat: Ciputat Press,
2003), 112.

2 Tahir Mahmood, Family Law Reform in the Muslim World (New Delhi: N. M. Tripathi, 1972),
118.

3 Budi Juliandi, Fauzun Jamal, Saifuddin Herlambang, “Mudawwanah Al-Usrah Dan Pemihakan
Terhadap Hak-Hak Perempuan Di Maroko,” 2017: 126.



Negara Maroko dulunya berada di bawah kekuasaan “perlindungan”
Perancis, kolonialisasi Perancis pada Maroko sedikit banyak berpengaruh terhadap
hukum yang berlaku disana. Walaupun dalam hukum keluarga Islam masih tetap
didominasi dengan syari’ah. Selain itu hukum adat juga berlaku di beberapa daerah
dan diatur oleh pengadilan daerah, meskipun dalam beberapa aspek bertentangan
dengan hukum syari’ah.* Hal inilah yang menjadi pertimbangan bagi Maroko untuk
mereformasi hukum keluarga Islam terutama dalam bab pernikahan. Hal lain yang
tidak kalah penting yaitu trend atau kecenderungan hukum dunia Islam pada masa
Kini terutama di negara-negara Timur Tengah lain.°

Pembaruan hukum keluarga ini mulai menjadi wacana saat beberapa
negara Arab menyatakan kemerdekaan dari jajahan bangsa Eropa dan mulai menata
diri, diawali dengan menata sistem hukumnya. Walaupun sistem hukum tersebut
sudah ada dalam Fikih Madzhab yang dianut oleh negara tersebut, tujuannya tidak
lain untuk unifikasi atau kodifikasi hukum.®

Negara Maroko dapat menjadi contoh negara yang dijadikan teladan
dengan hukum keluarganya, dan telah mencapai prestasi yang cukup bagus.’
Pembaruan tersebut dilakukan Maroko sebagai penolakan terhadap prinsip yang
sudah mengakar bahwa hukum Islam tidak bisa diubah, karena mengubahnya sama

dengan mengubah ketentuan Allah. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, negara

4 Khoiruddin Nsution, “Metode Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Kontemporer,” 2007 XXX,
66 (n.d.): 116.

5 Waryani Fajar Riyanto, Sistem Kewarisan Islam: Klasik,, Modern, Dan Postmodern (Perspektif
Filsafat Sistem), 2012, 356.

6 Budi Juliandi, Fauzun Jamal, Saifuddin Herlambang, “Mudawwanah Al-Usrah Dan Pemihakan
Terhadap Hak-Hak Perempuan Di Maroko.” 123

7 lbid. 124



Maroko dianggap berani melakukan perubahan terhadap ketentuan Allah tersebut.
Maroko melakukan pembaruan hukum keluarga Islam yang semula berlaku
menjadi hukum keluarga Islam baru yang diberi nama Mudawwana al-Usrah atau
dalam bahasa Inggris disebut The Moroccan Family Code 2004.%

Sebelum diterbitkan, The Moroccan Family Code 2004 sudah sarat dengan
kontroversi di kalangan masyarakat Maroko sendiri. Meskipun perubahan hukum
keluarga tidak mampu memuaskan seluruh tuntutan kelompok feminis ataupun
kelompok Islamis, namun upaya tersebut sangat penting dan menarik dicermati
karena yang mereka lakukan adalah membongkar keyakinan lama yang sudah
mengakar, bahwa hukum Islam tidak dapat diperbarui.®

Salah satu hal yang menjadi kontroversi adalah adanya pasal yang
memperbolehkan perempuan Maroko untuk menikah tanpa wali. Para ulama Figih
berpendapat bahwa seorang perempuan tidak boleh menikahkan dirinya sendiri,
dan pernikahan tidak sah jika seorang perempuan menikah tanpa wali. Dalam
pandangan keagamaan, negara Maroko adalah penganut Madzhab Maliki, dan
ketentuan baru tersebut bertentangan dengan pandangan Madzhab Maliki.™

Dalam peraturan hukum keluarga, Maroko dipengaruhi oleh negara yang
secara politik mendominasinya yaitu Spanyol dan Perancis. Diantara pengaruh
tersebut adalah adanya kodifikasi hukum keluarga yang disebut Code of Personal

Status atau Mudawwana al-Ahwal as-Syakhsiyah 1957. Pembaruan terakhir yang

8 Penerjemah Miki Salman, Gender and Equality in Muslim Family Law: Justice and Ethics in the
Islamic Legal Tradition (Reformasi Hukum Keluarga Islam: Perjuangan Menegakkan Keadilan Di
Berbagai Negeri Muslim), 1st ed. (LKIS, 2017), 119.

® Mahmood, Family Law Reform in the Muslim World, 120.

10 Khoiruddin Nasution, “Metode Pembaruan Hukum Keluarga Islam Kontemporer,” UNISIA 30,
no. 66 (2007): 116.



ditetapkan pada tanggal 5 Februari 2004, diberi nama The Morroccan Family
Code atau Mudawwana al-Usrah. Undang-undang hukum keluarga yang baru ini
berisi 400 pasal, terdapat tambahan 100 pasal dari undang-undang sebelumnya yang
ditetapkan pada tahun 1957."

Terdapat beberapa pasal yang membahas tentang wali nikah dalam The
Moroccan Family Code 2004. Pasal 13 menyebutkan bahwa dalam pernikahan
harus terpenuhi: seorang laki-laki dan seorang perempuan telah cukup usia untuk
menikah, tidak ada kesepakatan untuk menggugurkan mahar, adanya wali ketika
ditetapkan, adanya saksi yang adil serta tidak adanya halangan untuk menikah.
Pembahasan wali juga terdapat pada Pasal 17 yang mengharuskan adanya surat
kuasa pada pernikahan yang mempergunakan wali'?, sedangkan pada Pasal 18,
seorang wali tidak dapat menikah terhadap seorang perempuan yang menjadi
walinya.™

Penjelasan ketentuan wali dalam pernikahan disebutkan juga pada Pasal
24 bahwa wali dalam pernikahan adalah hak perempuan, bukan orang tuanya,
pamannya, kakeknya dan lain-lain™. Dalam pasal 25 juga disebutkan bahwa
seorang perempuan yang sudah baligh dapat menikahkan dirinya sendiri kepada
seorang laki-laki atau dia menyerahkan kepada walinya.

Ketentuan dalam pasal 24 dan 25 ini telah menghapus kedudukan wali

dalam pernikahan, karena seorang perempuan dapat memilih melangsungkan

" Budi Juliandi, Fauzun Jamal, Saifuddin Herlambang, “Mudawwanah Al-Usrah Dan Pemihakan
Terhadap Hak-Hak Perempuan Di Maroko,” 123.

12 Chafika Tofaili, “THE MOROCCAN FAMILY CODE (MOUDAWANA)” (2004): 10.

3 1bid., 11.

4 1bid., 12.

'S 1bid.



pernikahan dengan atau tanpa wali, apabila yang menikahkan adalah walinya,
secara hukum harus ditegaskan adanya penyerahan perwalian tersebut. Ketentuan
ini juga menghapuskan kedudukan wali adlol, karena pada dasarnya wali adlol
muncul karena adanya hak wali bagi orang tua terhadap anak perempuannya.’®
Perubahan tersebut kemudian menjadi polemik, dan dianggap tidak sesuai dengan
syari’ah. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian pada pasal 24
dan 25 dalam The Moroccan Family Code 2004 dengan menggunakan tinjauan
Magashid al-Syari’ah untuk meninjau tujuan hukum tersebut dilihat dari kacamata
Islam, dan meneliti apa polemik yang terjadi setelah Maroko melakukan reformasi
pada hukum keluarga Islam yang telah berlaku disana sebelumnya. Dengan
demikian, penulis akan melakukan penelitian dengan judul “Reformasi Hukum
Keluarga Islam Maroko (Analisis Magashid al-Syari’ah pada pasal 24 dan 25
dalam The Moroccan Family Code 2004)”.
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini akan menjawab pertanyaan
sebagai berikut:
1. Polemik apa yang terjadi setelah Maroko melakukan reformasi pada hukum
keluarganya?
2. Bagaimana analisis Maqashid al-Syari’ah pada pasal 24 dan 25 dalam The

Moroccan Family Code 2004?

'6 Budi Juliandi, Fauzun Jamal, Saifuddin Herlambang, “Mudawwanah Al-Usrah Dan Pemihakan
Terhadap Hak-Hak Perempuan Di Maroko,” 126.



C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
Berkaitan dengan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dijelaskan di

atas, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Menjelaskan polemik yang terjadi setelah Maroko melakukan reformasi pada
hukum keluarganya.
2. Untuk memahami dan menjelaskan analisis Magashid al-Syari’ah pada pasal

24 dan 25 tentang wali dalam The Moroccan Family Code 2004.

Berdasarkan tujuan-tujuan yang telah disebutkan di atas. Penulis berharap
penelitian ini dapat bermanfaat untuk penelitian-penelitian selanjutnya. Secara
teoritis, penelitian ini sebagai kontribusi pemikiran baru dan memperluas keilmuan
hukum keluarga Islam yang berlaku di negara-negara Islam, khususnya di negara
Timur Tengah.

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka sangat penting dilakukan oleh setiap peneliti sebelum
melakukan penelitian. Kajian pustaka bertujuan untuk mengetahui hasil-hasil
penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang akan diteliti, sehingga
diharapkan tidak terjadi pengulangan substansi penelitian secara mutlak. Kajian
pustaka ini diharapkan dapat memperkaya pengetahuan sekaligus membandingkan
antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan, baik dari latar
belakang masalah, pertanyaan penelitian, maupun kesimpulan.

Sejauh penelusuran yang telah dilakukan, penulis menemukan beberapa karya
ilmiah yang berkaitan dengan penelitian ini. Pertama, penelitian yang membahas

wali nikah menurut ulama Figih klasik. Kedua, penelitian yang membahas tentang



Maqashid al-Syari’ah dalam kajian Hermeneutika dan lintas perspektif. Ketiga,
penelitian yang membahas peran wali dan pengaruh psikologis adanya wali dalam
pernikahan. Kemudian yang keempat, penelitian yang membahas tentang
pembaruan hukum keluarga Islam di Indonesia. Kelima, penelitian yang membahas
tentang reformasi politik di Maroko. Diantara penelitian-penelitian tersebut sebagai
berikut:

Penelitian yang pertama, jurnal yang ditulis oleh Rohmat dengan judul
“Kedudukan Wali dalam Pernikahan: Studi Pemikiran Syafi iyah, Hanafiyah, dan
praktiknya di Indonesia”'’. Penelitian ini membahas tentang perbedaan pendapat
para ulama tentang konsep kedudukan dan peran wali dalam pernikahan serta
praktiknya dalam masyarakat Indonesia. Kesimpulannya, kedudukan wali dalam
pelaksanaan pernikahan di Indonesia sama dengan pendapat ulama Syafi’iyah,
yaitu wali dari pihak perempuan sebagai rukun perkawinan, dan wali harus laki-
laki muslim yang akil baligh, sedangkan pihak laki-laki tidak ada wali. Wali yang
tidak dapat hadir dalam pernikahan dapat mewakilkannya kepada orang lain.
penelitian ini berbeda dengan penelitian tesis ini fokus kajian dalam ini membahas
tentang kedudukan wali di Indonesia, sedangkan penelitian dalam tesis ini
memebahas tentang ketentuan wali di Maroko dalam perspektif Jaser Auda.

Penelitian yang kedua adalah penelitian yang ditulis oleh Faisal Azhari, yang
berjudul “Tinjauan Maqasid asy-Syari’ah sebagai Hikmah at-Tasyri’ terhadap

Hukum Wali dalam Pernikahan (Studi Komparatif Pandangan Imam Hanafi dan

7 Rochmat, “Kedudukan Wali Dalam Pernikahan: Studi Pemikiran Syafi’iyah, Hanafiyah, Dan
Praktiknya Di Indonesia.,” IAIN Raden Intan Lampung X (July 2011).



Imam Syafi’i dalam Kajian Hermeneutika dan lintas Perspektif)”.'® Dalam skripsi
ini menjelaskan tentang perbedaan pendapat kedudukan wali menurut Imam Hanafi
dan Imam Syafi’i dengan menggunakan pendekatan hermeneutika. Perbedaan
pendapat tersebut diantaranya tentang kedudukan wali sebagai rukun atau tidak
dalam pernikahan. Meskipun sama dalam permbahasan wali, tapi fokus kajian pada
penelitian ini berbeda dengan penelitian tesis ini karena kedudukan wali yang
dibahas disini lebih umum, sedangkan dalam tesis ini membahas secara khusus
ketentuan wali dalam hukum keluarga Maroko.

Penelitian yang ketiga, tesis yang berjudul “Peranan Wali Nikah dalam
Pernikahan dan Pengaruh Psikologis adanya Wali Nikah dalam Pernikahan menurut
KHI'. Penelitian lapangan yang di lakukan oleh Etty Murtiningdyah ini
menjelaskan tentang peran wali nikah ditinjau dari aspek psikologis. Etty
menyimpulkan bahwa wali dalam pernikahan berperan untuk melindungi kaum
wanita dari kemungkinan yang merugikan di dalam rumah tangganya. Penelitian
ini jelas berbeda dengan penelitian dalam tesis ini, karena dalam penelitian ini Etty
fokus membahas tentang peranan wali dan pengaruh psikologisnya di Indonesia,
sedangkan dalam tesis ini fokus membahas tentang ketentuan wali dalam hukum
keluarga di Maroko.

Penelitian yang keempat, penelitian lain yang ditulis oleh Asni dalam

disertasinya yang berjudul “Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia: Telaah

'8 Faisal Azhari, “Tinjauan Maqasid Asy-Syari’ah Sebagai Hikmah at-Tasyri’ Terhadap Hukum
Wali Dalam Pernikahan (Studi Komparatif Pandangan Imam Hanafi Dan Imam Syafi’i Dalam
Kajian Hermeneutika Dan Lintas Perspektif)” (UIN Maulana Malik Ibrahim, 2015).

'9 Etty Murtiningdyah, “Peranan Wali Nikah Dalam Pernikahan Dan Pengaruh Psikologis Adanya
Wali Nikah Dalam Pernikahan Menurut Kompilasi Hukum Islam.” (Tesis, Universitas Diponegoro,
2005).



Epistimologis Kedudukan Perempuan dalam Keluarga”?. Penelitian Asni ini
menggunakan pendekatan teologis normatif, yuridis formal, filosofis, dan sosio-
historis (multidisipliner). Pokok masalah yang diteliti dalam penelitiannya adalah
bagaimana epistimologis pembaharuan hukum Islam di Indonesia mengenai
kedudukan perempuan, salah satunya independensi perempuan dalam
melaksanakan pernikahan. Penelitian ini berbeda dengan penelitian dalam tesis ini,
karena dalam penelitian ini fokus membahas tentang kedudukan perempuan dalam
keluarga, sedangkan dalam tesis ini fokus pada hukum keluarga.

Penelitian yang terakhir berjudul “Reforming the Rule of Law in Morocco:
Multiple Meanings and Problematic Realities” yang ditulis oleh James N. Sater,
dalam jurnal Medirteranian Politics.”/ Penelitian ini fokus membahas tentang
reformasi politik di Maroko dan menggambarkan bahwa Maroko sebagai negara
otoriter. Hasil penelitiannya menyebutkan bahwa perdebatan normatif justru
diusung oleh para pemegang kekuasaan, dan makna reformasi politik dan keadilan
yang sesungguhnya malah menjadi rancu dan tidak jelas. Maka, dalam penelitian
tersebut James menyarankan agar reformasi di bidang keadilan perlu memperjelas
makna supremasi hukum dan perlu didasarkan pada perdebatan yang transparan
diantara para pemangku kepentingan. Penelitian ini jelas berbeda dengan penelitian
dalam tesis ini karena berbeda fokus kajian, dalam penelitian James fokus pada
reformasi politik dan keadilan di Maroko, sedangkan dalam tesis ini fokus pada

hukum keluarga di Maroko, khususnya tentang wali nikah.

20 Asni, “Pembaharuan Hukum Islam Di Indonesia: Telaah Epistimologis Kedudukan Perempuan
Dalam Hukum Keluarga” (UIN Alauddin, 2012).

21 James N. Sater, “Reforming the Rule of Law in Morocco: Multiple Meanings and Problematic
Realities,” Mediterranean Politics 14, no. 2 (2009): 181-193.
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Berdasarkan pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa beberapa penelitian
terdahulu berbeda dengan penelitian dalam tesis ini, karena penelitian kali ini
membahas tentang reformasi hukum keluarga Islam di negara Maroko dan polemik
yang terjadi setelahnya, serta meninjau pasal 24 dan 25 dalam The Moroccan
Family Code 2004 mengguakan tinjauan Magashid al-Syari’ah. Dengan demikian,
penelitian ini masih bersifat baru, belum pernah dibahas, dan bukan merupakan
duplikasi atau pengulangan dari karya ilmiah terdahulu, karena fokus tinjauan yang
berbeda.

E. Kerangka Teori

Magqashid secara etimologi adalah bentuk jamak dari kata magshad yang
berarti sesuatu yang dituju atau tujuan yang ingin dicapai. Kata al-Syari’ah
memiliki arti tempat mengalirnya air.??> Secara terminologis al-Syari’ah adalah
hukum-hukum Allah yang diperuntukkan untuk manusia yang berisi tentang
pedoman dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Dengan demikian, aturan apapun
yang menggantikan keadilan dengan ketidakadilan, belas kasih dengan perlawanan,
kebaikan dengan kejahatan, atau kebijaksanaan dengan omong kosong, adalah
aturan yang tidak termasuk dalam al-Syari’ah, meskipun hal itu diklaim oleh para
mufassir.?®

Jasser Auda menjelaskan Maqashid al-Syari’ah secara aplikatif. Menurut
Jasser, Maqgashid al-Syari’ah adalah cabang ilmu keislaman yang menjawab

segenap pertanyaan-pertanyaan yang sulit dan diwakili oleh sebuah kata yang

22 Ahmad Al-Raisuni, Al-Fikru al-Magqasidi Qawa “iduhu Wa Fawaiduhu (Dar Al Baida, 1999),
13.

2 Jaser Auda, Membumikan Hukum Islam Melalui Magasid As-Syari’ah (Bandung: PT. Mizan
Pustaka, 2008), 30.
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tampak sangat sederhana, yaitu “mengapa?”, seperti beberapa pertanyaan berikut;
mengapa seorang muslim sholat? mengapa zakat dan puasa merupakan salah satu
rukun Islam? Mengapa berlaku baik terhadap tetangga merupakan kewajiban dalam
Islam? Mengapa meminum alkohol termasuk dalam dosa besar walaupun minum
sedikit saja? Mengapa hukuman mati ditetapkan bagi orang yang memperkosa atau
membunuh dengan sengaja.?*

Jasser Auda menambahkan bahwa Magashid al-Syari’ah adalah sejumlah
tujuan yang baik dalam syariat Islam dengan cara memperbolehkan atau melarang
suatu hal. Magashid al-Syari’ah juga berarti sejumlah tujuan llahi dan konsep
akhlak yang melandasi proses at-Tash’ri’ al-Islami (penyusunan sebuah hukum
berdasarkan syariat Islam), seperti prinsip keadilan, kehormatan manusia,
kebebasan kehendak, kesucian, kemudahan, dan lain sebagainya.®

Dalam kajian hukum Islam, biasanya para ulama Figih klasik mengkategorikan
Magashid al-Syari’ah sebagai bagian dari ilmu Ushul al-Figh. Namun Kategori ini
ditolak oleh Jasser, dengan alasan bahwa Maqashid al-Syari’ah mempunyai
substansi yang berbeda dengan Ushul al-Figh. Menurutnya, ilmu Ushul al-Figh
sebagai ilmu fokus kepada lahiriyah teks, sementara Magashid lebih terfokus
kepada makna yang ada di balik teks. Pendapat ini sekaligus menegaskan
kesepahaman Jasser Auda terhadap pendapat Shekh Al-Tahir Ibn’ Asyur tentang
kemandirian Magashid dari disiplin ilmu Ushul al-Figh.2®

F. Metodologi Penelitian

24 |bid., 31.
25 |bid., 35.
26 Jasser Auda, Al Magasid Untuk Pemula (Yogyakarta: Suka Press, 2013), 16.
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1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian pustaka (library research) yaitu penelitian
yang datanya diperoleh dari pengumpulan data dan informasi melalui
penelitian buku-buku, jurnal atau penelitian lain yang relevan dengan
pembahsan penelitian ini, yaitu tentang reformasi hukum keluarga Islam di
Maroko, wali, dan tentang Magashid al-Syari ah.
2. Tipe Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan tipe penelitian deskriptif
analitik yaitu penelitian yang bertujuan untuk memaparkan peristiwa yang
terjadi secara sistematik, kemudian memaparkan data-data yang telah

diperoleh.?”

3. Pendekatan Penelitian
Penelitian ini menggunakan pendekatan historis-filosofis, pendekatan
historis ini dapat digunakan sebagai upaya untuk menelusuri asal usul serta
pertumbuhan pemikiran melalui periode perkembangan sejarah tertentu, dan
pendekatan filosofis dapat digunakan untuk menjelaskan inti atau hikmah
mengenai sesuatu yang berada di balik objek formalnya.
4. Teknik Pengumpulan Data
Penelitian ini termasuk dalam penelitian pustaka (library research), oleh
sebab itu pengumpulan data yang dilakukan melalui teknik dokumentasi yaitu

menghimpun data yang berkaitan langsung dengan objek penelitian dari buku,

27 Tim Penyusun Lembaga Penelitian IKIP Malang, Dasar-Dasar Metodologi Penelitian
(Lembaga Penelitian IKIP Malang, 1997).
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jurnal, disertasi, tesis, skripsi dan penelitian ilmiah lain. Ataupun dari internet
yang berkaitan dengan topik yang akan dibahas.
5. Sumber data
Adapun sumber data dalam penelitian ini penulis bedakan menjadi dua.
Pertama, data primer berupa buku, jurnal atau penelitian yang berkaitan
demgan reformasi hukum keluarga Islam negara Maroko dan Undang-Undang
The Moroccan Family Code 2004 pasal 24 dan 25 tentang wali, serta buku-
buku yang membahas tentang Magashid al-Syari’ah. Kedua, data sekunder
yaitu data yang diperoleh dari sejumlah referensi yang mendukung pelaksanaan
penelitian dengan cara membaca tulisan-tulisan, artikel, jurnal, sumber di
internet ataupun referensi lainnya yang relevan dengan penelitian.
6. Metode Analisis Data
Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode
deskriptif kualitatif, yaitu menganalisis dan menyajikan data secara sistematik
sehingga lebih mudah untuk dipahami dan disimpulkan.?®
G. Sistematika Pembahasan
Agar gagasan yang terdapat dalam penelitian ini dapat tersusun dengan
sistematis, maka pembahasan dalam penelitian ini akan dibagi menjadi beberapa
bab yang terdiri dari sub-bab dengan perincian sebagai berikut:
Bab I, merupakan pendahuluan, yang berisi latar belakang masalah yang akan

diteliti. Kemudian rumusan masalah yang akan dijawab dalam penelitian ini.

28 Dewi L. Badriah, Studi Kepustakaan: Menyusun Kerangka Teoritis, Hipotesis Dan Jenis
Penelitian, 2006, 26.
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Selanjutnya, kajian pustaka untuk membandingkan penelitian ini dengan penelitian
terdahulu, kemudian kerangka teori berupa penjelasan singkat teori yang akan
digunakan dalam penelitian ini. Selanjutnya, metode penelitian serta sistematika
pembahsan agar pembahasan lebih terarah.

Bab 11, pada bab ini akan membahas tentang reformasi hukum keluarga Islam
kontemporer, meliputi definisinya, apa saja faktor yang menyebabkan terjadinya
reformasi hukum keluarga, dan tujuan dari reformasi hukum keluarga. Kemudian,
bagaimana metode yang digunakan dalam mereformasi hukum keluarga Islam.
Dalam bab ini juga akan berisi tentang tinjauan umum Magashid al-Syari’ah.

Bab I1l, akan membahas tentang reformasi hukum keluarga Islam Maroko.
Di awal pembahasan akan dijelaskan tentang sosio-historis Maroko. Selanjutnya,
akan dibahas tentang polemik yang terjadi setelah Maroko melakukan reformasi
pada hukum keluarganya, serta ketentuan baru yang ada dalam The Moroccan
Family Code 2004.

Bab IV, merupakan analisis pada pasal 24 dan 25 tentang wali dalam The
Moroccan Family Code 2004. Dalam bab ini juga akan dijelaskan tentang wali,
meliputi definisi dan dalil yang digunakan sebagai dasar hukum wali. Kemudian,
macam-macam dan syarat menjadi wali. Selanjutnya, menjelaskan ketentuan wali
yang ada dalam hukum keluarga Maroko.

Bab V, merupakan bab terakhir dan penutup dari rangkaian pembahasan
penelitian. Dalam bab ini akan berisi kesimpulan pokok-pokok masalah yang telah

dirumuskan pada rumusan masalah, dan saran-saran yang mungkin dijadikan
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pertimbangan untuk penelitian selanjutnya, dengan daftar pustaka serta lampiran-

lampiran yang dianggap penting.



67

pernikahan paksa karena alasan yang berhubungan dengan adat istiadat
dan kesulitan ekonomi yang mendorong pernikahan anak. Pasal-pasal
ini sudah sesuai untuk menghindari kemudharatan, jika tetap terjadi
pernikahan paksa, maka dikhawatirkan akan menimbulkan
kesengsaraan dan masalah dalam pernikahan sehingga banyak terjadi
perceraian. Kemaslahatan dalam pasal 24 dan 25 ini juga koheren
dengan hifz al-nasl, yaitu menghindarkan perempuan dari perceraian
sehingga nanti dampaknya pada anak-anak. Sebelum adanya pasal-pasal
ini, memang banyak pembahasan dalam kitab Figih tentang aturan wali,
namun implikasi Figih tersebut hanya pada umat Islam keseluruhan,
itupun tidak dapat dijadikan landasan hukum untuk ketentuan wali di
negara Maroko. Dengan hadirnya pasal-pasal ini, Magashid al-Syari’ah
menyeluruh pada masyarakat Maroko.
B. Saran
Penelitian ini dilakukan dengan beberapa batasan, yaitu membatasi hanya
pada pasal 24 dan 25 dalam The Moroccan Family Code 2004 dengan
menggunakan analisis Magqashid al-Syari’ah. Oleh karena itu, dengan
adanya keterbatasan dalam penelitian ini maka disarankan pada penelitian
selanjutnya dapat menganalisis Pasal-pasal dalam The Moroccan Family
Code 2004 yang sesuai dengan topik wali, atau dengan menggunakan teori
dan pendekatan yang lain, misalnya dengan analisis gender. Penelitian ini

juga masih sangat terbatas dengan data, penulis menyarankan kepada
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penelitian selanjutnya untuk memperkaya data dari jurnal Internasional,

baik yang berbahasa Inggris ataupun yang berbahasa Indonesia.
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